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ABSTRAK 

Pembebasan bersyarat merupakan 

salah satu bentuk pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan di Indonesia yang bertujuan 

untuk membina narapidana agar dapat 

kembali ke masyarakat sebagai warga negara 

yang baik. Namun, penerapan pembebasan 

bersyarat terhadap narapidana tindak pidana 

khusus, khususnya tindak pidana korupsi, 

menimbulkan berbagai polemik dan 

perdebatan mengenai rasa keadilan di 

masyarakat. Terbitnya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan yang menggantikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 

membawa perubahan signifikan terhadap 

syarat dan tata cara pelaksanaan pembebasan 

bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pelaksanaan pembebasan 

bersyarat sebagai salah satu bentuk 

pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan serta meninjau 

kesesuaiannya dengan teori dan tujuan 

pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode 

yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, historis, dan 

konseptual. Data diperoleh melalui studi 

kepustakaan terhadap peraturan perundang-

undangan, literatur, dan hasil penelitian 

terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun pembebasan bersyarat 

merupakan hak bagi setiap narapidana, 

pelaksanaannya terhadap pelaku tindak 

pidana khusus seperti korupsi perlu 

pengaturan yang lebih ketat agar tidak 

menimbulkan ketimpangan rasa keadilan di 

masyarakat. Diperlukan penegasan kriteria 

dan pengawasan dalam pelaksanaan 

pembebasan bersyarat guna menjamin asas 

keadilan dan kepastian hukum sesuai tujuan 

pemidanaan di Indonesia. 

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, 

Narapidana, Pemasyarakatan, Tindak Pidana 

Khusus, Keadilan. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang 

menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di 

hadapan hukum. Dalam sistem hukum pidana 

Indonesia, setiap individu yang melakukan 

tindak pidana memiliki hak untuk 

mendapatkan pembinaan, termasuk melalui 

program pembebasan bersyarat. Pembebasan 

bersyarat pada hakikatnya dimaksudkan 

sebagai upaya reintegrasi sosial narapidana 

agar dapat kembali ke masyarakat dengan 

perilaku yang lebih baik setelah menjalani 

sebagian masa pidananya. Program ini 

sejalan dengan tujuan pemidanaan yang tidak 

hanya bersifat retributif tetapi juga edukatif 

dan rehabilitatif. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Pemasyarakatan hadir sebagai 

pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 

99 Tahun 2012, dengan mengatur syarat dan 



 

 

tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana, 

termasuk pembebasan bersyarat. Namun, 

perubahan ini menimbulkan polemik di 

masyarakat karena memberikan kesempatan 

yang sama kepada narapidana tindak pidana 

umum maupun tindak pidana khusus seperti 

korupsi. Padahal, tindak pidana korupsi telah 

dikategorikan sebagai extraordinary crime 

yang dampaknya merugikan negara dan 

masyarakat secara luas. 

Perbedaan karakteristik antara tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus seharusnya 

menjadi dasar dalam menentukan kebijakan 

pembebasan bersyarat. Pemberian hak yang 

sama tanpa pembedaan berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan substantif dan 

melemahkan upaya pemberantasan korupsi 

di Indonesia. Beberapa kasus pembebasan 

bersyarat terhadap narapidana korupsi, 

seperti kasus pembebasan mantan jaksa 

Pinanki, menunjukkan bahwa penerapan 

aturan baru ini masih menimbulkan 

ketidakpuasan publik. 

B. Rumusan Masalah 

  Merupakan permasalahan dalam 

penelitian dapat rumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana pelaksanaan pembebasan 

bersyarat sebagai salah satu upaya 

pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan? 

2) Apakah pemberian hak pembebasan 

bersyarat terhadap narapidana sudah 

sesuai Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan 

dan dengan teori dan tujuan 

pemidanaan? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menjadi tujuan dilakukan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan 

pembebasan Bersyarat sebagai salah 

satu upaya pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan, 

2. Untuk mengetahui pemberian hak 

pembebasan bersyarat terhadap 

narapidana sudah sesuai Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Pemasyarakatan dan dengan 

teori dan tujuan pemidanaan. 

 

 

 

PEMBAHASAN 

 

A. Kebijakan Pembebasan Bersyarat 

Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan 

Narapidana  

Pemberian pembebasan bersyarat 

merupakan bagian dari sistem pembinaan 

yang diterapkan di seluruh Lembaga 

Pemasyarakatan di Indonesia. Program ini 

bertujuan untuk membantu narapidana 

kembali ke masyarakat melalui proses 

reintegrasi sosial, yaitu upaya 

mengembalikan narapidana agar dapat 

menyesuaikan diri kembali dengan 

lingkungan dan nilai-nilai sosial setelah 

menjalani masa hukuman. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 

10, reintegrasi sosial merupakan salah satu 

hak narapidana yang diwujudkan melalui 

beberapa program, antara lain pembebasan 

bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang 

bebas, dan asimilasi. Fokus utama dari 

pembahasan ini adalah pembebasan bersyarat 

sebagaimana diatur dalam Permenkumham 



 

 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat. 

Menurut Pasal 80 Permenkumham 

No. 3 Tahun 2018, narapidana dapat 

memperoleh pembebasan bersyarat apabila 

memenuhi beberapa ketentuan, antara lain: 

berkelakuan baik, telah menjalani dua pertiga 

masa pidana, aktif mengikuti program 

pembinaan, dan mengajukan permohonan 

secara resmi. Pembebasan bersyarat ini 

bukan hanya bentuk pengurangan masa 

hukuman, tetapi juga sarana pembinaan dan 

integrasi sosial narapidana ke masyarakat 

dengan tetap menjaga keseimbangan antara 

hak narapidana dan keamanan publik. 

Program ini memiliki manfaat yang 

signifikan, baik bagi narapidana maupun 

masyarakat, seperti membantu proses 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial, 

mengurangi kepadatan penghuni lembaga 

pemasyarakatan (overcrowding), serta 

menjadi pendorong bagi narapidana untuk 

memperbaiki perilaku dan berpartisipasi aktif 

dalam program pembinaan. Dengan 

demikian, pembebasan bersyarat berfungsi 

sebagai instrumen pembinaan yang 

berorientasi pada kemanusiaan dan perbaikan 

diri, sekaligus mencerminkan tujuan sistem 

pemasyarakatan di Indonesia.  

Pembebasan bersyarat merupakan 

salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana 

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu 

setelah menjalani sebagian masa hukuman. 

Selama menjalani pembebasan bersyarat, 

narapidana tetap berada di bawah 

pengawasan hingga masa pidananya 

berakhir, dan apabila melanggar ketentuan 

yang telah ditetapkan, hak pembebasan 

bersyarat tersebut dapat dicabut sehingga 

narapidana wajib kembali ke lembaga 

pemasyarakatan untuk menjalani sisa 

hukumannya. Berdasarkan Permenkumham 

Nomor 3 Tahun 2018, kebijakan pembebasan 

bersyarat dalam perspektif hukum positif 

merupakan bentuk perbaikan diri dan 

pertobatan narapidana sebagai bagian dari 

proses reintegrasi sosial. Kebijakan ini 

diberikan kepada berbagai jenis pelaku 

tindak pidana, seperti penyalahgunaan 

narkotika, korupsi, pencurian dengan 

kekerasan, hingga tindak kekerasan terhadap 

anak, selama mereka memenuhi syarat 

substantif dan administratif yang ditetapkan. 

Konsep pembebasan bersyarat memiliki 

keterkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan 

keagamaan, khususnya dalam hukum Islam 

yang menekankan prinsip keadilan, kasih 

sayang, pembinaan, dan kesempatan untuk 

bertaubat. Dengan demikian, pembebasan 

bersyarat tidak hanya dimaksudkan sebagai 

pengurangan hukuman, tetapi juga sebagai 

sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang 

mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. 

Namun, setiap keputusan pemberian 

pembebasan bersyarat harus dilakukan secara 

hati-hati dan berdasarkan evaluasi 

menyeluruh terhadap perilaku, kondisi, dan 

perubahan sikap narapidana agar tujuan 

pembinaan dan keadilan dapat tercapai secara 

seimbang. 

 

 

 



 

 

B. Kesesuaian Pembebasan Bersyarat 

Bagi Pelaku Narapidana Dalam 

Undang Undang No 22 Tahun 2022 

Tentang Pemasyarakatan dengan Teori 

dan Tujuan Pemidanaan 

Undang-Undang merupakan hukum 

tertulis yang dibentuk oleh lembaga 

berwenang dan mengikat seluruh 

masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 

1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum 

dan setiap warga negara wajib menjunjung 

tinggi hukum tanpa kecuali. Dalam konteks 

pemasyarakatan, masyarakat umumnya 

memandang lembaga pemasyarakatan hanya 

sebagai tempat penghukuman atau penjara, 

padahal fungsinya jauh lebih luas, yaitu 

sebagai sarana pembinaan agar narapidana 

dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi 

perbuatannya. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan 

bertujuan memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak narapidana, membina 

kepribadian, serta membantu reintegrasi 

sosial agar mereka dapat kembali menjadi 

warga yang taat hukum dan berguna bagi 

masyarakat. Salah satu bentuk pembinaan 

tersebut adalah pembebasan bersyarat, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan 

dipertegas dalam peraturan-peraturan 

berikutnya seperti PP Nomor 32 Tahun 1999, 

PP Nomor 99 Tahun 2012, serta 

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. 

Pembebasan bersyarat merupakan proses 

pembinaan narapidana di luar lembaga 

pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-

kurangnya dua pertiga masa pidana (minimal 

sembilan bulan), dengan tujuan 

mengintegrasikan kembali narapidana ke 

dalam masyarakat dan keluarga. Menurut 

Soedjono Dirdjosisworo, narapidana tidak 

boleh diasingkan dari masyarakat, melainkan 

harus dibina agar dapat berperan kembali 

secara positif. Selain itu, Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 juga menegaskan 

bahwa narapidana memiliki berbagai hak 

dasar, seperti hak beribadah, mendapatkan 

perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, 

pelayanan kesehatan, kunjungan keluarga, 

remisi, asimilasi, hingga pembebasan 

bersyarat. Dengan demikian, sistem 

pemasyarakatan Indonesia menekankan 

keseimbangan antara aspek penghukuman 

dan pembinaan, agar narapidana tidak hanya 

menebus kesalahan, tetapi juga mendapatkan 

kesempatan untuk memperbaiki diri dan 

kembali berkontribusi dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Hukum dan HAM No. M.HH-

19.PK.01.04.04/2020, pembebasan 

narapidana dikategorikan sebagai 

pembebasan bersyarat, yaitu proses 

pembinaan narapidana di luar lembaga 

pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-

kurangnya dua pertiga masa pidana, dengan 

ketentuan minimal sembilan bulan, serta 

harus berkelakuan baik. Selain narapidana 

umum, kebijakan ini juga mencakup 

pembebasan bersyarat bagi narapidana 

narkotika dengan masa pidana 5–10 tahun, 

narapidana korupsi berusia di atas 60 tahun, 

serta narapidana dengan penyakit kronis, 

selama memenuhi syarat masa pidana. 

Lembaga pemasyarakatan sering dipandang 

hanya sebagai tempat hukuman, padahal 

fungsinya lebih luas, yaitu membina, 

merehabilitasi, dan mempersiapkan 



 

 

narapidana agar dapat berinteraksi kembali 

secara sehat di masyarakat. Sistem 

pemasyarakatan menekankan pembinaan 

yang manusiawi tanpa menghilangkan hak-

hak asasi narapidana, dengan tujuan 

mencegah pengulangan kejahatan serta 

mengintegrasikan mereka ke dalam 

kehidupan sosial. Dalam pelaksanaannya, 

berbagai peraturan seperti UU No. 12 Tahun 

1995, PP No. 32 Tahun 1999, dan 

Permenkumham No.M.01.PK.04.10 Tahun 

2007 menjamin hak-hak warga binaan, 

termasuk hak pembebasan bersyarat, remisi, 

dan cuti menjelang bebas. Namun, 

penerapannya sering terkendala oleh 

keterlambatan administrasi, perilaku tidak 

baik narapidana, atau kurangnya efektivitas 

pembinaan. Secara filosofis, pembebasan 

bersyarat sejalan dengan tujuan negara dalam 

Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi 

bangsa, memajukan kesejahteraan, dan 

mencerdaskan kehidupan rakyat, dengan 

menekankan asas keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum sebagaimana dikemukakan 

oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan Soerjono 

Soekanto. Untuk meningkatkan efektivitas 

sistem ini, diperlukan penguatan 

kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta 

keberadaan petugas pembina profesional 

(probation officers) yang memiliki latar 

belakang ilmu sosial dan perilaku manusia. 

Kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, 

perguruan tinggi, dan masyarakat sangat 

penting agar proses pembinaan narapidana 

benar-benar efektif, manusiawi, dan mampu 

mewujudkan tujuan utama pemasyarakatan: 

rehabilitasi, reintegrasi, dan perlindungan 

masyarakat dari pengulangan tindak pidana. 

Tujuan pidana penjara pada dasarnya 

bukan hanya untuk memberikan penderitaan 

akibat hilangnya kebebasan, tetapi juga untuk 

membimbing narapidana agar bertobat, 

mendidik, dan membentuknya menjadi 

anggota masyarakat yang berguna. Dengan 

demikian, hakikat pidana penjara adalah 

pemasyarakatan, yaitu proses pembinaan 

agar narapidana dapat kembali ke masyarakat 

secara baik. Menurut Soedarto, penegasan 

bahwa tujuan pidana penjara adalah 

pemasyarakatan menunjukkan adanya 

perubahan paradigma pemidanaan di 

Indonesia — dari sistem yang berorientasi 

pada pemenjaraan, balas dendam, dan 

penjeraan, menuju sistem yang berlandaskan 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pergeseran 

ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran 

terhadap hak asasi manusia, yang 

memandang narapidana bukan hanya sebagai 

objek hukuman, tetapi juga sebagai subjek 

yang memiliki hak untuk diperbaiki dan 

dibina. Pemidanaan kini dipahami sebagai 

upaya menyadarkan dan memperbaiki 

narapidana agar menyesali perbuatannya 

serta kembali menjadi warga yang taat 

hukum, bermoral, dan bertanggung jawab. 

Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat 

menjadi salah satu bentuk penerapan tujuan 

pemasyarakatan, karena memberikan 

kesempatan bagi narapidana untuk menjalani 

sebagian masa pidananya di luar lembaga 

pemasyarakatan dan beradaptasi kembali di 

tengah masyarakat. Dengan demikian, baik 

pidana penjara maupun pembebasan 

bersyarat memiliki tujuan yang sama, yaitu 

mewujudkan rehabilitasi, reintegrasi sosial, 

dan kemanfaatan hukum bagi narapidana 

serta masyarakat. 

 

 



 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Sebagaimana yang sudah dibahas pada 

bab sebelumnya diatas dapat diberikan 

kesimpulkan bahwa :  

1. Kebijakan pembeibasan bersyarat 

adalah upaya yang dilakukan untuk 

memfasilitasi pembinaan dan 

reinteigrasi narapidana ke dalam 

masyarakat seteilah menjalani 

sebagian masa hukumannya di 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Berdasarkan Persetuijuan 

Menkumham Nomor 3 Tahuin 2018, 

kebijakan ini mempertimbangkan 

faktor-faktor seperti perilaku 

narapidana, keseisuaian dengan 

norma agama dan kepatutan, serta 

kesiapan sosialnya. 

2. Dalam pembaharuan hukum pidana 

di Indonesia kebijakan penetapan 

pelepasan bersyarat dapat lebih 

akomodatif terhadap berbagai 

perubahan dan pemikiran. Bentuk 

akomodasi terhadap perubahan dan 

pemikiran ini antara lain berkait 

dengan keberadaan narapidana yang 

menjalani pidana seumur hidup, 

pidana penjara singkat, lama waktu 

yang harus telah dijalani nara pidana 

untuk dapat memperoleh pelepasan 

bersyarat, dan perhatian yang lebih 

serius terhadap proses pembimbingan 

dan pengawasan narapidana” yang 

memperoleh pelepasan bersyarat. 

 

 

B. Saran  

Sebagai saran yang diberikan dari 

kesimpulan diatas ingin menyampaikan 

sebagai berikut:  

1. Pembebasan bersyarat sebaiknya 

didasarkan pada evaluasi yang 

komprehensif. Kriteria objektif 

melipuiti durasi hukuman yang telah 

dijalani dan tidak adanya pelanggaran 

hukum di dalam penjara.  

2. Kriteiria subjektif melibatkan 

penilaian terhadap perilaku 

narapidana, potensi rehabilitasi, dan 

kesadaran moral. 
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